
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tefllang Pembentukar 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propmsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950): 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 :e<itang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repub~~ Indonesia TahWl 2003 Nomor ,.7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) 

3. Undang-Ul'ldang Nomor 29 Tahun 2004 1entang Prakllk Kectokteran 
(Lembaran Negara RepubtiK Indonesia Tahun 2004 Nomor • 16. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) · 

4. Undang-Undang Nomor 3; Tahun 2004 tentatig Penmbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat csn Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahon 1996 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)· 

5. Undang-Undang Nomor 40 T ahun 2004 ten tang Sistem Jamtnan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4456); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb3gaimana dlmaksud pada 
huruf a tersebut di alas, pedoman petaksanaannya diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturar Bupab. 

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi 
jaminan kesehatan Nasional pada Fasilitas Kosehatan T,ngkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, memenuh 
ketentuan Peraturan Menter, Kesehatan Republ1k Indonesia Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Pedcman Pelaksanaan Program Jamman 
K.esehatan Nasional. petlu dibuat pedoman sebagai d 
pelaksanaannya; 

BUPATI BEKASI, 

Mt:ng,ngat 

_...,,bang 

PEOOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESBiATAN NASIONAL 
PAOA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 

KABUPATEN BEKASI 

TENTANG 

PERAT\JRAN BUPATI BEKASI 

NOMOR :1.ATAHUN 2015 

BUPATl BEKASl 



13. Peraturan Presiden Nomo 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lernbaran NeQata Republf, Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29) sebagaimana lelah diubah oengan Peratoran Presiden 
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehalan 1Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Ncmor 255); 

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Keseha1an NMionai f'ada 
F asilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Oaerah; 

15. Peratumn Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten~ 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 
beberapa Rafi diubah terekhir dengan Pe<aturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri flatam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 

16. Peraturan Menteri Kesehalan NOOlOr 69 Tahun 2013 tentaog 
Standar Tari! Pelayanan Kesehalan pada Fasilllas l<esehat,n 
Tingkat Pertama dan FasiJ~as Kesehatan Tingkat Lanjutan Oalam 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

12. Peraturan Presiden Nom<.•r 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional CLernbnran Negara Republil< lt>dooesia T anun 
2012 N01110r 193); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik lndones,a Tahun 
2005 Nomor 140, Tambaha, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Noma 39 Tahun 2007 1e11tang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Oaerah Lembaran Negara Repui:>lik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan lcmbaran Negara Re,publil-" 
Indonesia Nomor 4738); 

8. Undang·Undang N01110r 24 Tahun 2011 ten'.ang 88dan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Tahun 2011 Nor,or 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 2J Tahun 20 4 tentang Pemenmahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatao 
(Lembaran Negara Republ k tndooesia Tahun 2009 Nomor 144 
Tambahan Lembatan Negar~ Republik Indonesia N-OfllOf 5063). 

7 Undang-Undang Nomor 4•1 Tahun 2009 tenwng Rum,,n Sal<i1 
(Lembara11 Negara RepubLk Indonesia Tahun 2009 NCfnor 153, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma' 5072), 



Oatam Peraturan Bupati im, yang dimaksud dengan . 
1. Daerah adalah Kabupaten Be~asi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekast 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sel<retaris Daerah Kabupatefl Bekasi; 
5. Dinas adalah Oinas Kesehata'l Kabupaten Bekasi 

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disrngl<at JKN adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesebatan dan perhndungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada seaao orang yang 
tetah membayar iuran atau 1ur3nnya dibaya Oleh Pemer.maM; 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEOOMAN PENGELOLAAN 
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASIUTAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN 
BEKASI. 

\Jerle!apl<an 

MEMUTUSKAN 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahl.tn 2014 teota09 
Organisasi P.erangkat Daerall Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nornor 8). 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 1 T ahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nornor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kallupatan 8el<asi (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

18 Peraturan Menteri Keseharan Nomor 19 Tahun 2014 ten1a09 
Pe.nggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 
Pelayanan Kesehatan dar Dukungan Biaya Operasional pada 
Fasilitas Kesehatan T1119kat Pertama Milik Pemenntall Daerah 
(Serita Negara Republik Indcnesla Tahun 2014 Noma< 5891; 

19. Peraturan Menteri Keseha1an Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Petaksanaan Program Jamman Kesehatan Nasiona' 
(Berila Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomot 874)· 

17 Peraturan Menten Keseha·an Nomor 71 Tanun 2013 tenrang 
Pelayanan Kesehatan Pado Jaminan Keseharan Nasional (Be111a 
Negara Republik fndooesia "ahun 2013 NorTIQ< 1400) 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



7 Fasilitas Kesehatan aoala •astl,tas p,;tayanan xeSe11a1an yang 
digunakan unruk menye;ei ggrakan up3ya pelayanan keseharan 

perorangan, baik promotif p-eventif. kurai1 maupun rehab,rrtatip yang 
dilakukan ole/\ Pemenntah Cherah dan atao masyarakat 

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang se!an1utnya oisingkat FKTP 

adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 
perorangan yang bernifat non spesialisllk untuk keperluan observasi. 

diagnosis, perawatan pengobatan, danlatau pelayanan kesebeten 
lainnya; 

9. Kepala FKTP adalah Kepala Pusk.esmas; 

10. Sadan Penyelenggran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat SP JS Kesehatan adalah bad an hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan: 

11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapdasi 
yang diterima oleh FKTP dari BP JS Kesehatan; 

12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar 

dimuka kepada FKTP berdasatkan jum ah peserta yang terdaita· 
tanpa mempemitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan; 

13. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangka! daerah pada Pemerintah Kabupaten 8ekasi selaku 

pengguna anggarantpenggura barang; 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjumya disingkat 
PPKD adalah Keoala Satuan Keqa Penge·ota Keuangan Oaerah yang 
selanjutnya disebut dengan k<1pala SKPKD yang mempunyai tuga,; 

melaKsanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah; 
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d1smgkat BUD adalah 

pejabat yang diberi kuasa untul\ melaksanaKan I\J!li!S tlerlllahm 
umum daerah: 

16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi l.uasa untuk melai<san3l<an 
tugas bendahara umum daerah: 

17. Rencana Ketja dan Anggaran SKPD yang selanJutnya di singkat 
RKA-SKPO Adalah Dolwmen pe"31'1canaan dan penganggaran y:,ng 
berisi rencana pendapatan don rencana betanja program dan kegiatar 

SKPD sebagai dasar penyusunan APBD; 



umum daerah; 
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjulnya disingkat BUD adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tU9aS Dendanara 

umum daerah; 

16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melal<sanakan 
tugas bendahara umum caeratr 

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPO yang selanJutnya d1 s,ngkat 
RKA-SKPO Adalah Ookumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan 
SKPD sebagai dasar penyusunan APBD; 

7 FasiUtas Kerehatan adaJah fas ,tas pe.ayanan kesehaum yang 
dlgunakan unruK menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan 

perorangan. baik promotif, preventif. kuratif maupun rehabititabp yang 
dilakukan cleh Pemerin\ah Oaarah dan atau rnasvarakar 

8. Fasilita~ Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat 

FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk kepertuan 

observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan. dan/atau pelayanan 

kesehatan lainnya; 
9. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas; 
10. B;idan Penyelenggran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disingkat BPJS Kesehatan adalah badan h'tikum yang dibentuk untuk 
~ 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan; 
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung1awaban dana kapitas 

yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan 
12. Dana Kapitasi ada!ah besaran pembaya<an perbulan y,,ng dibayar 

dimuka kepada FKTP berdasarkan jumiah peserta yang terdanar 
tanpa memperhitungkan Jenis dan jumlah pelayanan kesehalan yang 

diberikan; 
13. Saluan Ke!ja Perangkal Daerah yang selanJutnya d,singkat SKPO 

adalah perangkat daerah pada Pemennta'1 Kaoupaten Bekaso selaku 

pengguna anggaran/penggur a barang; 
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingl<at 

PPKD adalah Kepala Satuan Ketja Pengelola Keuangan Oaerah yang 

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKO yang mempunyai tugas 
melaksa.nakan pengelolaan ~BO dan bertindak sebaga, bendahara 

• 



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengaiur pengelo!aan clan 
pemanfaatan dana kapitasi JKN Pada FasiJijas Kesehatan Tingkat 
Pertama milik Pemerintah Kabupa'.en Bekasi yang belum menerapl<an 
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 

BABU 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

18 Ookumefl Peiaksanaan Anggaran SKPO ang setarlj\J1nya d1smgka1 

DPA.SKPD adatah Ookumen yang memuat pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagal dasa- petaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggran; 

19. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat 
PA ada1ah Kepata Oinas Kesehatan set>agai pejabat pemegang 

kewenangan pengguoaan a,ggaran untuk melaksanakan datam 

rnetaksanakan pengelolaan dana kapitasi, 

20. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapltas, JKN selanjutnya dis1ngl<at 

KPA adatah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diben kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pe,,gguna anggaran datam 

melaksanakan pen~lolaan dana kapitasi yang ditetapkan oteh Bupali 
berdasarkan usulan Kepala Oinas Kes.,natan selaku Pengguna 
Anggaran; 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya dismgkap 
PPK.SKPO adalah peiabat iang melaksanakan lungs, tata usana 

keuangan pada SKPD Oinas Kesehatan, 

22. Petugas Penatausahaan Keuangan FKTP adalah Jabatan Fungs,onal 

Umum yang ditunjuk oteh Kepala SKPD sebagai petugas yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dana kapotasi pada FKTP· 

23. Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP adalah Pegawa, Negeri 

Sipil yang ditunjuk untuk menialankan fungsi menerima menyimpan. 
membayarkan, manata usahakan dan mempe,tanggungjawabkan 
dana kapitasi. 



(1) Kepala FKTP menyusun rencana peocapatan dan belanja dana 
kapitasi JKN untuk selanjuinya d1sampa1l\an kepaoa Kepala 0111as 
Kesehatan Kabupaten Bekasi; 

Bagian Kedua 

Penganggaran 
Pasal5 

(I) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitas• kepada FKTP 

milik Pemerintah Kabupaten Bekasic 

(2) Pembayaran dana kapitasi sebagai mana dimaksud pada ayat l1) 
didasarkan pada jumlah peserta yang terC!aftar di FKTP sesua, data 

dari BPJS Kesehatan; 

(3) Dana Kapilasi seba1gaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
langsung oleh BPJS Kesehatan Kepada Bendaharan Dana kapilasi 

JKN pada FKTP. 

8ABIV 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN 

Baglan Pertama 

Umum 
Pasal 4 

Maksud dan tujuan ditelapkan Peraturan BupaL ini adalah 
1. Sebagai pedoman dalam pe!aksanaan penyaluran dana Pelayanar 

Kesehatan Masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan tepat jumtah· 

1. Meningkatkan akses pelayar an kesehatan bag, masyarakal pada 
Fasililas Kesehatan Tingkat Pertama mi!J< Pemenntah Kaoupalef 

Bekasi; 
3. Memberikan pe!ayanan kesehatan yang sesuai standar tertia<lap 

masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik 

Pemerintah Kabupaten Bekasi, 
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada Fasnita.s 

Kesehatan Tlngkat Pertama milik Pemerinlah Kabupaten Bekasi 

3.t.13 111 

MAKSUD DAN TUJUAN 
~sal 3 

- 



Berdasarkan Peraturan Daerah temang APBO dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD tahu, onggaran beskenaan Kepa!a Olnas 

Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPO (DPA 

SKPD) pendapatan dan belanja sesual dengan RKA-SKPD terset>ut pada 
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati ,n,. 

dalam lampiran I Peraturan Bupab ini, - 
(8) 

(2) Rencana Pelldapa.an dan -n.ia dana ~= JKN secagamana 
d1maksud pac:la ayax (1) mengacu kepada jumlah peser.a yang 
terdaftar di FKPT dan besaran kapitas, JKN sesuai dengar 
peraturan perundang-<Jndangan yang benaku: 

(3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapilasi JKN 

sebagaimana dimaksud pi>da ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPDJ Oinas 
Ke$ehatan, yang memuat rencana pendapatan dana Kapitasi JKN 

dan rencana belanja dana kapitasi Jl<N; 
(4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggatkan dalam 

kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asti 

Daerah, Obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP. rineian Qbyek Dana 
Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekemng 
berkenaan; 

(5) Rencana belanja dana Kapitasi JKN dianggarl(an dalam kelompok 

Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek, dan rinoan 
obyek belanja sesuai kode rilkening berl(enaan; 

(6) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuar dengan ketentuan 

paraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan 
daerah; 

(7) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimans tersebut pada ayat (3) 

dipergunakan $ebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuar 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan belanja Dmas tercantum 

Bag,an Ketiga 

Polaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal6 



(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatai pendapatan dan belanja 

pada buku kas dan menyampaikannya se11ap bulan kepada Kepafa 

Pasal 10 

(1) Pembayaran Dana Kapttasi aan BPJS Kesehatan dilakukan melalu, 

Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diaku, sebagai 
pendapatan; 

(2) Pendapatan sebagaimana :limaksud pada ayat (1) digunakan 

langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP· 

(3) Dalam hal pendapatan dana kapttasi IJOak 019unakan seturunnya 

pada tahun anggaran ben<enaan, dana kapitasi terseout d,gunakan 

untuk tahun ar,ggaran berikutnya. 

- 
Pasal9 

(1) Bendahara Dana Kapitasi J<N pada FK"'P sebagaimana dimaksuo 

pada Pasal 6 membuka rekeiing Dana Kaoitasi JKN; 

(2) Rekening Dana Kapttasi JKN pada setiap FKT? sebagaimana 

dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

(3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dmaJ<sud 

pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD; 

(4) Rekenin Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat !2) 
disampaikan secara tenulu oleh Kep.,la FKT? kepada BPJS 

Kesehatan. 

Pasal8 

f1) UntUl< menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapttas, JKN 

pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kaprtasi JKN pada 

masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Oinas 
melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD); 

(2) Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana 

,dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bup.,t1 dengan 

format sebagaimana tercantum dalam lampiran "tPeraturan Bupali 
.. - IOI. 

i'asal 7 



(1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas 
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, 

Bagian Keempat 

Pertanggung jawaban 
Pasal 11 

{3) KPA FKTP menyampa,kan lapo(an realis:,s, sebagamana dunaksuc 

pada ayat {2) kepada Kepala Oinas Kesehatan Kabupaten BekaSi 

setelah diverifikasi PPK SKPO diserta, surat pemyataan tanggung 

jawab KPA FKTP setiap bulannya palinl lambat pada tanggal 10 
bulan berikutnya der,gan format laporan dan fonnat sura1 pemyaiaan 
tanggung jawab sebagaimana te<cantum dalam Lampiran Ill aan 

,..... Lampi,an IV Peraturan Bupa!i ini; 

(4) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimakSUd pada ayat (3). 
1\._ 

kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bekasi menyampa1Mn $\;rail 

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP38) FKTP 
setiap bulan kepacta PPKO untuk penerbitan Surat Pengesanan 
Pendapatan dan Belanja {SP28) FKTP olell PPKD selaku BUD 
dengan format SP38 FKTP dan format SP2B FKTP sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraruran Bupati mi· 

(5) SP3B FKTP sebagaimana dirnaksud pada ayat {4) termasuk sisa 
dana kapitasi yang belum digunakan pada anggaran berkenaan: 

(6) PPK SKPD dan PPKO selaku BUD melakukan pembukuan atas 

penrJapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP28 FKTP 
sebaqaimana dimaksud peda ayat {5J dengan mempedomani 
ketentuan peraturan perundang,-undangan 

FKTP dengan melatTlPffl<an ou~ penaapaian clan Delanja yang 
sah pahng lambat pada 1angqa1 5 bulan berikumya untuk pe119esahan 

oleh Kepala FKTP der,gan fonnat buku kas sebagaimana tercantum 
da!am Lampiran II Peraturan Bupab im; 

(2) Berdasarkan buku xas ~gaimana dmaksud pada ayat 11 
Bendahara Dana Kap1tas1 JKN menyusun taporan reallSas 
pendapatan dan belan1a FKTP untuk selanjo1nya laporan d,maksud 
disampaikan kepada KPA FKTP setelah me1alu1 vennkas• Perugas 
Pena!ausahaan Keuangan: 



(1) Dana kapitasi JKN yang diterirna oleh FKTP dari Sadan 
Penyelenggara Jaminan Sos'al Kesehatan dirnanfaatkan seluruhnya 

untuk: 
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan 
b. Dukungan biaya operasional pelayanan ~esehatan. 

(2) Alokasi vntuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaunana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a. untuk tiap FKTP dttetapkan 60">' dan 

Penerimaan Dana Kapitasi. 
(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b drtetapkan 

sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi allwrangi dengan besar 

alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatm ~!lilml!Y.1 
dimaksud pada ayat (2) 

(4) 8esaran alokasi sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dan ayat 3) 

dttetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupatt atas usutan Kepala 
Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan . 

a. Kebutuhan obat , alat kesehatan, dan ba'\an medis hab,s pakai: 
b. Kegiatan operasional pelayJnan kesehatan dalam rangl<a mencapa, 

1arget kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan 

c. Besar tunjangan yang telah diterima dan Pemerintah Oaerah 

BASV 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI J~ 
F'asal 12 

(Z) Pendapa:a,, dan bela111a sebaga1n1ana d,maksud pada ayat ( 11 
d1sa1ikan dalam Laporan 1<.euangan SKPD dan taporsn Keuangan 
Pemenntah Kabupaten Bekasi; 

(3) Tata cara can format penyusunan Lapornn Kev.nngan $ie0a~1man:. 
dimaksud pada ayat (2) dilak.Jkan sesuai oengan ketentuan peraturan 
perundang.undangan dibidang pengelolaan keuangan daeran, 

(4) Berdasarl<an SP28 FKTP Kepala SKPO Oinas t<esehatan Menyus,u,. 

l:;iporan realisasi pendapatan dan belanja yang bel,;umber dan dana 
kapitasi JKN sena menyajik;innya dalam Laporan Keuangan SKPO 
Oinas Kesehatan yang akan jialokasikan melljadi Lapotan Keuangan 

Pemerintah Daerah sesua, dengan keten;uan Peraturan perundang. 
undangan di bidang pe<igelolaan keuangan keuangan daeran. 



(1) AJol(asi Dana Kapitasi untuk pembayaran 1asa pelayanan kesehat.111 

seba_gaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan aan 

tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. 
(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan 

tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapl<an 

dengan mempertimbangkan v3riable : 

a. Jenis ketenagaanlatau jabatan; 
b. Kehadiran: 

c. Variable daerah yaitu : 

1. Kinerja; 

2. Status kepegawaian; can 
3. Masa kerja. 

(3) Variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan seb<1gaim-Jna d"'1Sksud 
pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai beriku· · 

a. Tenaga medis. diberi nilai 150; 
b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners). d1ben 

nilai 100; 
c. Tenaga kesehatan setara 51/04, diberi nilai 60, 

d. Tenaga non kesehatan min,mal setara DJ. tenaga kesehatan seiara 
03, atau tenaga kesehatan dibawah 03 dengan masa kel')a lebih 

dari 10 tahun, diberi nilai 40; 

e. Tenaga kesehatan di bawah 03, diberl nuai 25; dan 
f. Tenaga non kesehatan di bawah 03. aiberi mla1 15 

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3) yang merang1<ap lugas 
administrasi sebagai Kepala FKTP. Kepala Tata Usaha atau 

Bendahara Dana Kapitasi JKI\ diberi tambanan rntai 30 
(5) Vanabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf b 

dinilai sebagai berikut: 

a. Hadir setlap hari kerja, d1oe1 n,fai 1 poin per nan; dan 

b. Terlambat hadir atau pularg sebelum waktunya yang diakumulasi 
sampai dengan 7 (tujuh) ja,n, dikurang, 1 poin 

(6) Ketidakhadiran akibat saklt danlatau penugasan ke luar oleh Kepafa 

FKTP dikecualikan dalam pen,laian kehadiran seba_gaimana oimaksud 
pada ayat (5). 

Pasal 13 



(3) Oukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hurut b, metiputi 

a. Upaya kesehatan pecorangan berupa kegiatan proiwtif, preventil, 
kuratif, dan rehabilitative lainnya; 

b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; 
c. Operasional untuk puskesmas keliling: 

d. Bahan cetak atau alat tulis kanto<; danlatau 
e. Administrasi keuangan dan system infonnasi. 

( 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya ope<asional pelayanan 
kesehatan sebagaimana d1maksud dalam pasal 11 aya\ 3, 
dimanfaatl<an untuk: 
a. Obat, alat kesehatan, dan tahan medis t>abis pakai; can 
b. Kegiatan operasional pelayanan keseh.atan lainnya 

(2) Pengadaan alat kesehatan, dan bahan medis hab,s pakai 
sebagaimana dlmaksud pa<f> ayat ( 1) t-uruf a, dilakul<an dengan 

mempertlmbangkan ketersediaan obat, a.at kesehatan dan bahan 
medis habis pakai yang diatokasikan oleh pemennmh ean pemerintah 
daerah, yang dilaksanakan dengan berpedoman paoa ketentuan 

peraturan pernndangan 

Fasal 14 

K.eterangan : 
Jumlah nil.ii vans diperoleh seseoarg rnef\l'~kan a.wmulasi dari niJa.i variable j,ems 
ketenagaan dan/atau jabatan ditam3aih 1ir.a; varieb'e ke!iaditan diramooh ~t,t,e 
daerah 

tumfah nllai yaog gjpergteh oieh seseoraD& x juniah daM ,iaS4 petayanan 
Jum1ah nil.at seturuh tenaa.i 

m Vanabel daefah sebaga,mana dimaksuo paoa ayat {2> tiun.rf c 
diusulkan oleh Kepala Dmas Kesehatan dan dnetapkan catam 

Keputusan Bupali 
(8) Jumlah Jasa pelayanan yang drterima oleh masing-masmg tenaga 

kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 



Penggunaan Alokasl Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasionaJ 
pelayanan kesehatan sebagaimana d1maksua Clalam pasat 13 ayat \1) 

dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12. 

BABVI 

KETE.NTUAN PERAUHAN 
Pasal 17 

(1) Kepafa Oinas Kesehatan dan Kepala FKTP melal<ukan pengawas3n 
Intern secara berjenjang terhadap penenmaan dan pemanfaatan nana 
kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP; 

(2) Aparat Pengawas Intern Pernenntah Kabucaten Bekasi melaksanaan 
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana 
kapltasi sesuai ketentuan yang betlaku; 

(3) Pengawasan secara betjeniang sebagaimana dlmal<sud pada ayat (1) 

dapat dibentuk dengan mempertimbangkan. 

a. Keseimbangan antara manfaat dan beban: 
b. Kompleksitas manajemen; dan 

c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan. 
(4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana d1makwd pad3 ayat 11) 

clan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan unl\Jk meyakinkan 
efektifitas, efisiensl, dan al<untabilitas pengelolaan dan pemamaatan 

dana kapitasi. 

Bagian Kedua 

Peflgawasan 
fasaJ 16 

(1) Pe,,gelolaan dan pemanfaatan dana lalµitasi mll!ai bu!an Januan 
sampa, dengan bulan April 2014 dilal<ukan sesuai ketentuar peransran 
perundang-undangan yang berlal<u di b!Clang pengeiOlaan ~euangan 

daerah. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimlksud pada ayat (1), Dinas Keseha'.an 

selaku Pengguna Anggaran n.engusulkan dan membuat program atav 
kegiatan yang dituangkan dalam RK,.-OPA O,nas Kesehalat' 
Kabupaten Bekasi (tahun bel)Jlan). 

Pasai 15 



Agar setlap orang mengetahuinya. memerinlahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berka Dae"'h 

Kabupaten Sekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Pasal18 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Oitetapkan di Cikarang P1,1Sat 
pada tanggal 

//J..., BUPATI BEKASl(,t, 


